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KATA PENGANTAR 

Buku tentang Partisipasi Kristen dalam dunia Politik di era Pra Reformasi 
Indonesia adalah buku sejarah tentang partisipasi Kristen baik semenjak Pra 
kemerdekaan hinggga masa zaman Orde Baru Dalam buku ini dijelaskan 
bahwa Gereja dan orang Kristen di Indonesia perlu memberikan perhatian yang 
lebih besar terhadap bidang politik mengingat adanya beban tanggung jawab 
politiknya. Sepanjang sejarah kekristenan, rezim yang totaliter telah berusaha 
mensahkan suatu sikap ketaatan buta dan perhambaan mutlak kepada negara 
dengan mengutip Roma 13:1-7. Para wakil pemerintah atau para teolog yang 
bekerja sama dengan pemerintah biasanya menunjuk perkataan Rasul Paulus ini. 
Mereka menggunakan Roma 13:1-7 untuk memberikan negara kekuasaan yang 
mutlak dan ‘ilahi’. Para penafsir yang haus akan kekuasaan hanya akan mencari 
ayat-ayat mengenai ketaatan saja dan berusaha mengabaikan aspek-aspek 
lainnya. Perhatian utama ialah untuk membenarkan kepentingan negara dan 
ayat itu dipaksa untuk melayaninya tanpa memperhatikan konteks dan maksud 
Rasul Paulus. Dengan alasan seperti ini, banyak Gereja di Afrika Selatan justru 
mendukung politik apharteid berupa praktek diskrimnasi terhadap penduduk 
berkulit hitam. Pada zaman Nazi di Jerman pun, kebanyakan pemimpin Gereja 
menyetujui program Nazi. Mereka berkata bahwa ketaatan kepada Allah 
menuntut ketaatan kepada penguasa politik karena pemerintah dialaskan atas 
wibawa Tuhan. 

Berbicara mengenai ketaatan kepada pemerintah, maka satu hal yang tidak 
boleh diabaikan adalah Wahyu 13. Orang seringkali justru hanya mengutip 
Roma 13:1-7 saja  seolah-olah Wahyu 13 tidak pernah ada. Padahal sejarah 
menunjukkan bahwa perbuatan pemerintah di muka bumi justru berkisar di 
antara Roma 13:1-7 dan Wahyu 13.

 Selain itu Buku ini menjelaskan tentang perhatian ini tantangan di bidang 
politik sangat besar dihadapi oleh Gereja dan orang Kristen di Indonesia.Gereja 
perlu memberikan pengajaran Alkitab tentang negara, pemerintah, warga 
negara, politik, hukum, dan lain-lain untuk mempersiapkan para anggota jemaat 
dengan dasar-dasar pengetahuan politik dalam perspektif iman Kristen. 

Dengan cara seperti itu Gereja sesungguhnya telah turut berpartisipasi 
dalam pembangunan nasional dalam bidang pembangunan politik Gereja perlu 
memikirkan masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dari kalangan 
para anggota jemaatnya, sehingga pelayanan tidak hanya terarah kepada hal 
rohani saja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diperoleh lewat 
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pendidikan formal masih perlu ditambah dengan proses pengkaderan dalam 
organisasi-organisasi’ Kiranya Buku ini dapat perhatian para pembaca dan 
menjadi cakrawala pemahaman dalam pendidikan politik.
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BAB I
DASAR ETIS DAN TEOLOGIS BAGI PARTISIPASI 
KRISTEN DI BIDANG POLITIK
	

Dasar Teologis 

A.	 Kejatuhan manusia dalam dosa dan keselamatan 
1.	 Kejatuhan manusia dalam dosa 

Dalam kejadian 3, alkitab menceritakan tentang kejatuhan manusia ke 
dalam dosa, yaitu dosa manusia yang pertama. Adapun esensi dari dosa itu, 
menurut Louis Berkhof, terletak pada kenyataan bahwa Adam meletakkan 
dirinya dalam keadaan bertentangan. Adam menolak untuk melektakkan 
kehendaknya di bawah kehendak Allah, dan menolak membiarkan Allah 
menentukan seluruh hidupnya. Ia secara aktif berusaha mengambilnya dari 
tangan Allah dan menentukan masa depannya sendiri. Di sini manusia telah 
memisahkan diri dari Allah dan bertindak seolah-olah ia memiliki hak-hak 
tertentu terhadap Allah. Jadi, yang menjadi persoalan di dalam Kejadian 3 
ialah bahwa manusia ingin merdeka/bebas, sebab ia merasa tidak merdeka/
tidak bebas di bawah pemerintah Allah. Manusia ingin menentukan hukum-
hukumnya sendiri dan ingin menjadi otonom.

Alkitab menggunakan beraneka macam istilah untuk dosa. Bruce 
Milnemencatat kata-kata utama dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian 
Baru yang diterjemahkan sebagai “dosa”. Kata utama untuk dosa dalam 
Perjanjian Lama adalah khattat, khet, pesya, syaga, dan awon. Sedang kata 
utama untuk dosa dalam Perjanjian Baru adalah hamartia, adikia, parabasis, 
anomia, asebera, dan ptaio. 

Adapun defenisi dari dosa, sebagaimana dikatakan oleh Louis Berkhof, 
ia sebagai “tidak adanya tindakan yang sesuai dengan hukum moral Allah, 
baik dalam perbuatan, sifat-sifat, maupun keadaan” berkaitan dengan dosa 
ini, Bruce Milne berkata: “Aspek yang paling khas dari dosa adalah bahwa 
dosa bertujuan melawan Allah (bnd. Mazmur 51:6, Roma 8:7; Yakobus 
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4:4) Dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah yang diajarkan 
dengan jelas oleh Alkitab (Roma 7:7-13; Galatia 3:10-12; Yakobus 2:8-12; I 
Yohanes 3:4). Allah itu kudus dan manusia harus menyesuaikan diri dengan 
kekudusanNya; segala sesuatu yang tidak mencapai sasaran ini disebut dosa 
(Imamat 19:2; I Petrus 1:15-16). “Jadi, sifat utama dosa adalah terletak pada 
arahnya yang bertentangan dengan Allah”.

Dosa itu universal (I Raja-raja 8:46; Roma 3:1-10, 12,23; Mazmur 14:1), 
mempengaruhi setiap manusia secara keseluruhan. Dosa manusia segera 
merambat pada seluruh keberadaannya dan seluruh naturnya tidak ada 
yang tidak tersentuh dosa. Tidak ada satupun dari segi waktak manusia 
yang luput dari pengaruh dosa, sehingga tidak ada satu segi dari kehidupan 
manusia yang dapat dikemukakan untuk menyatakan dirinya benar. Seluruh 
kepribadian manusia yang dicemari oleh dosa itu, yakni: 

•	 Kehendak (Yoh 8:34; Rm7:14-24; Ef 2:1-3; 2 Petrus 2: 19)
•	 Pikiran dan pengertian (Kej 6:5; 1 Kor 1: 2; Ef 4:17);
•	 Perasaan (Rm 1:24-27); 1 Tim 6:10; 2 Tim 3:4); dan 
•	 Ucapan dan perilaku (Mrk 7:21-22; Gal 5: 19-21; Yak 3:5-9). 
Keadaan inilah yang disebut dengan kerusakan total (total depravity). 

Kerusakan total dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang gagal untuk 
memenuhi ukuran yang menyenangkan Allah. “Kerusakan total berarti 
manusia tidak pernah dapat melakukan kebajikan sejati yang diinginkan 
Allah, dan pada kenyataannya manusia selalu berbuat jahat”.

Menurut Louis Berkhof, secara positif kerusakan total ini menunjukkan: 
a.	 Bahwa kecemaran dalam diri manusia meluas ke selruuh bagian natur 

manusia, ke seluruh elemen penyusun, baik tubuh maupun jiwa; dan 
b.	 Tidak ada kebaikan rohaniah, yaitu kebaikan dalam hubungan dengan 

Tuhan dalam diri orang berdosa sama sekali, tetapi yang ada hanyalah 
perbuatan dosa yang terus menerus dilakukan dengan sengaja”
Alkitab juga mengajarkan bahwa dosa Adam menlibatkan seluruh umat 

manusia. Pemazmur menulis bahwa kerusakan total menjangkau umat 
manusia sejak bayi: “Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, 
dalam dosa aku dikandung ibuku.” (Mazmur 51:7). Alkitab mengajarkan 
bahwa karena satu perbuatan dosa dari satu orang, dosa telah memasuki 
dunia, dan bersamaan dengan itu semua akibat dosa yang terasa di mana-
mana (Roma 5:12-19; I Korintus 15:21-22). Satu orang ini maksudnya adalah 
Adam yang telah jatuh ke dalam dosa, karena memakan buah dari pohon 
pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat (Kejadian 3:1-7; I Timotius 
2:13-14). Dosa inilah yang disebut dengan dosa asal. 

Mengenai dosa asal. Louis berkhof memberikan penjelasan sebagai 
berikut: 

“Dosa asal dimulai dari tindakan bebas Adam sebagai wakil seluruh umat 
manusia, suatu pelanggaran atas hukum Tuhan dan kecemaran atas natur 
manusia, yang menyebabkan manusia harus dihukum oleh Tuhan. Dalam 
pandangan Tuhan, dosa Adam adalah dosa seluruh keturunannya, sehingga 
semua keturunan Adam dilahirkan sebagai orang berdosa, yaitu dalam 
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BAB II
NEGARA PEMERINTAH DAN WARGA NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
	

Untuk memperoleh pengertian tentang politik, maka sangatlah diperlukan 
pemahaman mengenai negara, pemerintah dan warga negara. Pembicaraan 
tentang politik tidak akan ada tanpa pengertian yang jelas tentang ketiga hal tadi, 
sebab politik itu sendiri adalah sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan 
negara. Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas tentang negara, pemerintah 
dan warga negara dalam konteks Indonesia yaitu menurut undang-undang 
dasar 1945. 

A.	 Negara 
Di dalam Perjanjian Lama, eksistensi negara tidaklah termasuk dalam ordo 

penciptaan (order of creation). Yang dimaksudkan disini adalah bahwa negara 
tidaklah termasuk di dalam rencana serta karya awal penciptaan Allah. Akan 
tetapi, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, bukan hanya relasi antara manusia 
dengan Allah yang rusak, tetapi juga relasi antar manusia, yang berakibat amat 
destruktif bagi kehidupan. “untuk mencegah kehancuran yang fatal itulah, 
Tuhan menciptakan institusi negara sebagai bagian  ‘ordo pemeliharaan’ (order 
of providence)”. 

Adapun tentang negara ini. DR. J. Verkuyl memberi defenisi sebagai berikut: 

“Negara adalah suatu ‘entitas’, suatu ‘keberadaan’, suatu kenyataan yang bersifat 
politis dan yurids, yang terdiri dari suatu masyarakat manusia yang merupakan 
suatu golongan yang bebas dalam suatu daerah bersama yang kompak (bersatu-
padu), dan yang tunduk kepada suatu penguasa tertinggi.”

Melihat kepada defenisi di atas, tampak adanya syarat bagi apa yang disebut 
dengan negara. Sehubungan dengan itu, menurut Prof. DR. O. Notohamidjojo, 
SH, Negara sebagai subyek hukum internasional harus memenuhi empat syarat 
sebagai berikut: 
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1.	 Negara harus mempunyai penduduk, masyarakat atau bangsa negara 
2.	 Negara harus mempunyai wilayah tertentu, yaitu tempat hidup bag 

masyarakat negara
3.	 Negara harus mempunyai pemerintah
4.	 Negara harus mempunyai kemampuan untuk memasuki perhubungan 

dengan negara-negara lain 
Negara (state) menunjuk kepada kesatuan hidup rakyat yang mempunyai 

cita-cita dan tujuan yang sama. Negara dalam pengertian ini lebih menunjuk 
kepada kenyataan organisasinya. Sesuai dengan itu, organisasi ini memerlukan 
tata cara pengaturan hidupnya, agar dalam kesatuan tersebut tindakan orang-
orang di dalamnya bersesuaian satu dengan yang lainnya untuk mengoptimalkan 
pencapaian cita-cita negara itu. Itulah penyebab pentingnya konstitusi bagi suatu 
negara sebagai dasar bagi lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan. 

Adapun konstitusi republik Indonesia adalah undang-undang dasar 
1945. Konstitusi ini memberi pernyataan tentang negara (dalam hal ini negara 
kesatuan republik Indonesia) serta hal-hal lain yang berhubungan dengannya. 
Sesuai dengan undang-undang dasar 1945 ini, ketetapan MPRS Nomor XXX/
MPRS/1966 menetapkan tata urutan peraturan perundangan republik Indonesia 
sebagai berikut: 
1.	 Undang-undang dasar 1945
2.	 Ketetapan MPR
3.	 Undang-undang
4.	 Peraturan pemerintah pengganti udang-undang 
5.	 Peraturan pemerintah
6.	 Keputusan presiden
7.	 Peraturan peraturan 

Alinea keempat pembukaan Undang-undang dasar 1945 berbunyi : 

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadian sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk 
dalam suatu susunan negara republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat 
dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil 
Dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Serta dengan Mewujudkan 
Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Alinea kempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi merupakan 
azas pokok pembentukan Pemerintah Negara Indonesia. Isi dari alinea keempat 
tadi dapat digolongkan ke dalam empat hal berikut : 
1.	 Tentang hal tujuan daripada Negara Indonesia, yang tercantum dalam 

kalimat; kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang : 
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BAB III
PARTISIPASI KRISTEN  INDONESIA 
DI BIDANG POLITIK
	

Partisipasi politik dalam pergerakan nasional 

A.	 Pengantar 
Kegiatan pekabaran Injil sebenarnya telah lama masuk ke Indonesia. 

Pekabaran Injil ini dilakukan oleh orang-orang Nestorian, sehingga menjadikan 
berdirinya banyak Gereja di daerah sekitar pancur dan barus, tapanuli, di sekitar 
pertengahan abad ke-7. Akan tetapi, pada masa-masa selanjutnya, berita tentang 
orang-orang Kristen tidak pernah terdengar lagi. 

Masih ada lagi berita-berita tentang Gereja dan orang Kristen di Indonesia pada 
masa-masa selanjutnya, tapi sejarah Gereja yang benar-benar berkesinambungan 
sampai sekarang dimulai dengan masuknya portugis di goa pada tahun 1511. 
Portugis membawa masuk juga misionaris katolik dan penyebaran agama katolik 
pertama-tama dilakukan di antara penduduk yang masih menganut kepercayaan 
lama. Akan tetapi, pekerjaan misi yang sungguh-sungguh dan terarah dengan 
baik adalah dipengaruhi oleh ke datangan Fransiskus Xaverius di tahun 1546-
1547. Mula-mula ia bekerja di Ambon, kemudian di Ternate dan Halmahera, 
kembali di Ternate dan akhirnya di Ambon lagi sebelum ia berangkat ke Jepang. 

Pada tanggal 23 Februari 1605, Kompeni masuk ke Indonesia dengan merebut 
benteng Portugis di Ambon. Bersamaan dengan itu masuk jugalah agama Kristen 
Protestan. Bagi VOC, sama seperti bagi negara Portugis, kepentingan negara 
bertindih tepat. Gereja Protestan VOC ini terlalu dikuasai oleh VOC, sehingga 
banyak hambatan yang membuatnya tidak leluasan melayani. Sampai pada 
peralihan pemerintaan dari VOC kepada pemerintahan Hindia Belanda pada 
tahun 1815, Gereja tetap di bawah penguasa pemerintah dengan mendirikan 
Gereja Negara, yaitu Gereja Protestan Indonesia (Indische Kerk). 

Semenjak terjadinya perubahan politik di negeri Belanda dalam pertengahan 
abad ke-19 terjadi perubahan yang menimbulkan kemerdekaan agama yang 
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lebih luas golongan-golongan Kristen lain selain Gereja negara GPI diizinkan 
masuk dan bekerja di Indonesia, sehingga datanglah badan-badan zending ke 
Indonesia, misalnya dari Jerman, Swiss, Amerika Serikat, dan lain-lain. Hingga 
pada akhirnya muncullah tiga kelompok Kristen di Indonesia. Kelompok Kristen 
ini terdiri dari golongan Kristen yang termasuk Gereja negara GPI, golongan yang 
berasal dari pekerjaan berbagai badan zending, dan golongan Roma Katolik. Di 
kemudian hari ada empat Gereja yang memisahkan diri secara administratif dari 
Gereja negara GPI, yaitu: GMIM, GMIT, GPM dan GPIB. 

Politik etis, dengan trisila: irigasi, edukasi dan imigrasi, dilaksanakan 
pemerintah Belanda sejak tahun 1901 yang gagasan dasarnya adalah 
meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan dan azas politiknya adalah mengubah 
hubungan kolonial dari pemilik menjadi hubungan perwalian. Oleh karena 
politik etis ini, mulailah sebagian kecil orang pribumi menerima pendidikan. 
Akan tetapi, meskipun sedikit jumlahnya, namun perannya sangat menentukan 
dalam pergerakan. Dari kalangan terpelajar itulah bangkit kesadaran nasional. 
Inilah salah satu “akibat sampingan” politik etis yang kemudian berkembang 
sebagai jawaban (negatip) bangsa Indonesia terhadap keseluruhan kenyataan 
kolonialisme adalah munculnya faktor baru dalam masyarakat jajahan: 
nasionalisme Indonesia. 

B.	 Organisasi sosial Kristen dalam pergerakan nasional 
Gerakan nasionalisme yang dimulai dengan berdirinya Budi Utomo oleh dr. 

Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908 dan kemudian diikuti oleh berdirinya 
organisasi-organisasi lainnya yang menyebabkan berkobarnya semangat 
nasionalisme bangsa yang juga mempengaruhi orang-orang Kristen dan Gereja-
Gereja di Indonesia. Bahkan kemudian orang-orang Kristen turut mempengaruhi 
pergerakan nasional ini. Adapun organisasi-organisasi yang berdiri menyusul 
berdirinya Budi Utomo, antara lain : Serekat Dagang Islam (1909), Serekat 
Islam (1912), Indische Partij (1912), Rukun Minahasa (1912), Jong Java (1915), 
Indische Sociaal Demokratische Vereniging (1915), Indonesische Verbond Van 
Studerenden di negeri Belanda (1917), Indische Katholieke Partij (1918), Partai 
Komunis Hindia (1920), Serekat Ambon (1920), Sarekat Timur (1924), diadakan 
Kongres Pemuda Indonesia dengan pesertanya Jong Java, Jong Sumatera, 
Jong Ambon, Jong Islamietendbond, Jong Batak (1926), Perserikatan Nasional 
Indonesia (1927), PPKI (1927), lahir sumpah pemuda dan lagu Indonesia raya 
(1928), lahir Indonesia Muda (1930), Hatopan Christen Batak (1930), Kongres 
Indonesia Raya (1932), Gerindo (1937), dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI, 
1939). Kejadian-Kejadian tadi diuraikan hanya untuk menggambarkan suasana 
dan semangat pergerakan nasional dari tahun 1908, sebagai tahun berdirinya 
Budi Utomo yang disebut juga dengan Kebangkitan nasional, sampai dengan 
pendudukan Jepang pada tahun 1942. 

Sikap lembaga-lembaga Kristen di Indonesia, baik dalam kalangan Gereja 
negara GPI maupun Badan-badan zending, turut menentukan dalam membentuk 
sikap orang Kristen Indonesia. Orang-orang Kristen yang termasuk Gereja negara 
GPI dengan sendirinya di bawah pengaruh politik pemerintah sepenuhnya. 
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BAB IV
PENUTUP
	

A.	 Kesimpulan 
Pemahaman tentang dosa mempunyai hubungan dengan pemahaman 

tentang keselamatan. Pemahaman tentang adanya dosa yang mempengaruhi 
manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesamanya, dengan 
dirinya, dengan alam semesta dan dengan waktu, akan membawa kepada suatu 
pemahaman tentang keselamatan yang holistik. Keselamatan yang holistik itu 
utuh dan menyeluruh, bukan hanya terbatas pada aspek rohani saja, tetpai juga 
mencakup aspek-aspek lainnya termasuk aspek politik. Di sinilah aspek politik 
mendapat perhatian dan tidak diabaikan sebagai sesuatu yang tidak penting 
bahkan tidak ditabukan lagi. 

Masuk kerajaan Allah identik dengan diselamatkan. Dengan demikian, 
konsepsi kerajaan Allah adalah salah satu manifestasi nyata dari keselamatan 
yang holistik. Kerajaan Allah juga adalah pemerintahan Allah atas seluruh 
ciptaan, sehingga penyelamatan dalam kerajaan Allah adalah penyelamatan 
segala sesuatu, yaitu seluruh ciptaan. Di sini umat Allah terpanggil untuk 
menjadi mitra Allah dalam mewujudkan kerajaan Allah. Untuk itu Gereja dan 
orang-orang Kristen harus memberitakan Injil kerajaan Allah tentang pertobatan 
dan pembaharuan serta menegakkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu: kasih, 
damai sejahtera, kebenaran dan keadilan dalam konteks sosial-politik, sosial-
ekonomi, dan sosial – budaya. 

Sebagai warga kerajaan Allah yang sekaligus adalah warga negara, maka 
orang Kristen harus taat kepada negara/pemerintah. Akan tetapi, ketaatan kepada 
Allah melebihi daripada ketaatan kepada negara/pemerintah, karena “kita 
harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia” (Kisah 5:29). Disinilah, 
Gereja dan orang Kristen bertanggung jawab untuk menjaga supaya kekuasaan 
pemerintah tidak merosot yang mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. 
Bahkan Gereja dan orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk merangsang 
dan mendorong pemerintah supaya menyelenggarakan kesejahteraan umum. 
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Partisipasi Kristen dalam bidang politik di Indonesia sudah dimulai sejak 
kebangkitan nasional dengan turut aktif dalam pergerakan nasional. Bahkan 
orang-orang Kristen banyak yang menjadi pelapor dan pemimpin dalam 
memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. 
Gereja-Gereja di Indonesia juga turut berpartisipasi dalam bidang politik 
terutama semenjak dibentuknya DGI/PGI. Partisipasi Kristen di bidang politik 
ini tetap berlangsung secara terus menerus hingga sekarang dengan pemahaman 
yang lebih mendalam. 

Pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan zending di 
masa lalu menghasilkan kaum muda intelektual Kristen yang cukup banyak 
jumlahnya dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Kaum muda intelektual 
Kristen inilah yang banyak turut aktif dalam pergerakan nasional. Organisasi-
organisasi pemuda yang mereka bentuk terutama CSV op Java menjadi wadah 
pengkaderan bagi kaum muda intelektual ini. Dari mereka inilah kemudian hari 
yang banyak menjadi pemimpin-pemimpin, baik pemimpin Gereja maupun 
pemimpin masyarakat. Jadi, ada dua hal yang sangat menonjol dari munculnya 
para pemimpin ini, yaitu: memiliki kwalitas sumber daya manusia yang 
memadai serta mengalami pengkaderan di dalam organisasi-organisasi pemuda 
Kristen. Kedua hal ini sangat menonjol bagi bangkitnya tokoh-tokoh Kristen di 
dalam masyarakat dan negara. Penegakan pancasila sebagai dasar negara secara 
terus menerus mengalami ancaman, sehingga menjadi sesuatu yang harus 
diperjuangkan secara terus menerus. Perjuangan penegakan ini membutuhkan 
partisipasi Kristen di bidang politik. Partisipasi Kristen tidak hanya diperlukan 
sebatas penegakan pancasila sebagai dasar negara, tetapi turut juga mengenai 
penerapan pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

B.	 Saran 
Berdasarkan uraian yang panjang lebar tentang partisipasi Kristen di 

bidang politik dengan meninjau kembali mengenai partisipasi Kristen protestan 
Indonesia di bidang politik semenjak kebangkitan nasional, maka penulis 
mengajukan saran-saran yang dirasakan perlu, yaitu : 
1.	 Gereja dan umat  Kristen di Indonesia perlu memberikan perhatian yang 

lebih besar terhadap bidang politik mengingat adanya beban tanggung 
jawab politiknya. Perhatian ini perlu ditekankan mengingat tantangan di 
bidang politik ini sangat besar dihadapi oleh Gereja dan orang Kristen di 
Indonesia. 

2.	 Gereja perlu memberikan pengajaran Alkitab tentang negara, pemerintah, 
warga negara, politik, hukum, dan lain-lain untuk mempersiapkan para 
anggota jemaat dengan dasar-dasar pengetahuan politik dalam perspektif 
iman Kristen. Dengan cara seperti ini Gereja sesungguhnya telah turut 
berpartisipasi dalam pembangunan nasional dalam bidang pembangunan 
politik 

3.	 Gereja perlu memikirkan masalah peningkatan kwalitas sumber daya 
manusia dari kalangan para anggota jemaatnya, sehingga pelayanan tidak 
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